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TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENDONOR DARAH NAGARI SIAGA 
 NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa  program   Perencanaan  Persalinan   dan  Pencegahan
Komplikasi  (P4K)  merupakan  upaya   terobosan   percepatan
penurunan angka kematian ibu di Nagari siaga; 
bahwa salah satu komponen pada program Perencanaan  Persalinan
dan Pencegahan Komplikasi adalah  tersediannya pendonor darah
untuk mengantisipasi masalah kesehatan terutama  bagi ibu hamil
yang  memerlukan saat persalinan di fasilitas Pelayanan Kesehatan;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Nama – Nama pendonor darah
di Kenagarian Painan Timur Painan dengan Keputusan Wali Nagari
Painan Timur Painan.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1956 tentang  Pembentukan
Daerah  Otonom  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Daerah  Propinsi
Sumatera  Tengah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1956 Nomor  25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor  21 Tahun  1957
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor  77) Jo
Undang-Undang   Nomor   58  Tahun   1958  (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun  1958  Nomor   108,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  1643);

Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun  1984
Nomor  20,  Tambahan   Lembaran   Negara  Republik   Indonesia
Nomor 3273);

Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor  4286);

Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2004  tentang Sumber Daya Air
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(Lembaran Negara   Republik  Indonesia   Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4377);
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4400);

Undang-Undang  Nomor   32  Tahun  2004   tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor
125,Tambahan  Lembaran  Negara   Republik  Indonesia   Nomor
4437) sebagaimana telah diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor 12  Tahun 2008 tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-
Undang  Nomor  32   Tahun 2004 tentang  Pemerintahan   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2008  Nomor  59,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 4844);

Undang-Undang   Nomor  33   Tahun 2004 tentang   Perimbangan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4438);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup   (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 5059);

Undang-Undang  Nomor  36   Tahun  2009   tentang   Kesehatan
(Lembaran     Negara  Republik Indonesia  Tahun  2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor  5063);

Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2011 tentang   Perumahan   dan
Kawasan  Pemukiman   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2011   Nomor  7,  Tambahan  Lembaran  Negara   Republik
Indonesia  Nomor 5188);

Undang-Undang  Nomor  23   Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun  2014
Nomor  244, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor  5587) sebagaimana  telah beberapa kali  diubah  terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015 tentang  Perubahan
Kedua  Atas   Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  5679);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1991  tentang
Penanggulangan   Wabah   Penyakit  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1991  Nomor  49  Tambahan  Lembaran  Negara
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Republik Indonesia  Nomor 3447;

Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2005  tentang
Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  33  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  72   Tahun  2005   tentang  Desa
(Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2005  Nomor 158,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 72  Tahun 2005  tentang Kelurahan
(Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2005  Nomor 159,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian
Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah, Pemerintahan  Daerah
Provinsi dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran
Negara  Republik Indonesia   Tahun 2007 Nomor  82,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4737);

Intruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Peraturan Bersama Menteri Dalam  Negeri  dan Menteri Kesehatan
Nomor   34  Tahun 2005  dan  Nomor  1138/Menkes/PB/VIII/2005
tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun
2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah
Tertinggal;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun  2015  tentang
Pembentukan Produk  Hukum Daerah;

Keputusan   Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia   Nomor






